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VISI DAN MISI 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

VISI 

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada 

tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitilian dan pengabdian kepada masyarakat 

di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila." 

MISI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan 

aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global.  

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang 

demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan 

internasional. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu 

pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan 

hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga -

lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan 

bidang ilmu pengetahuan lainnya.  
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ABSTRAK 

 

A. Nama  : Mursal Harahap

B. NIM  : 2340058029

C. Bagian  : Hukum Tata Negara

D. Judul  : Peran Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (UU KUP) dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak.

E. Halaman  : i-xv, 126 Halaman + Daftar Pustaka

F. Kata Kunci  : Sengketa Pajak, Pasal 26A ayat (4) UU KUP, Pembuktian,

Keadilan Prosedural, Pengadilan Pajak. 

G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Pasal 26A ayat (4) 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam 

penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak serta keterkaitannya dengan Pasal 

107 UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak,. 

Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketegangan normatif dan asimetri 

kekuasaan antara fiskus dan wajib pajak, di mana Pasal 26A ayat (4) UU KUP hadir 

sebagai instrumen pembatasan alat bukti guna menjamin keadilan procedural.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-doktrinal 

dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan dengan 

menggunakan Teori Hukum Murni Hans Kelsen, Teori Sistem Hukum Lawrence M. 

Friedman, Teori Keadilan John Rawls, serta Teori Keadilan Pancasila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 26A ayat (4) UU KUP berperan 

sentral dalam membatasi fiskus agar hanya menggunakan bukti yang telah diajukan 

pada tahap pemeriksaan atau keberatan, sehingga mencegah praktik ex post 

justification di persidangan, Secara teoritis, norma ini menciptakan keseimbangan (fair 

equality of opportunity) dalam kondisi imperfect procedural justice, Secara 

fungsional, Pasal 26A ayat (4) UU KUP bersinergi dengan Pasal 76 UU Pengadilan 

Pajak yang memberikan kewenangan hakim untuk menggali kebenaran materiil, serta 

Pasal 107 UU PTUN yang menekankan legalitas tindakan administrative. Data empiris 

dalam sumber mengungkapkan bahwa 90-95% sengketa pajak adalah sengketa 

pembuktian, dengan tingkat kemenangan wajib pajak mencapai 46,53%, sementara 

fiskus hanya menang sekitar 30%, Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme 

pembatasan bukti efektif dalam melindungi hak wajib pajak dan mendorong 

profesionalisme fiskus dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
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sinkronisasi ketiga norma tersebut membentuk sistem check and balances yang 

menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif sesuai nilai-nilai Pancasila. 
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ABSTRACT 

 

A. Name  : Mursal Harahap

B. Student ID  : 2340058029

C. Major  : Constitutional Law

D. Title  : “The Role of the General Provisions and Tax Procedures Law

(UU KUP) in Resolving Tax Disputes in the Tax Court.

E. Pages  : i-xv, 126 pages + Bibliography + Appendices

F. Keywords  : Tax Disputes, Article 26A paragraph (4) of the KUP Law,

Evidence, Procedural Justice, Tax Court. 

G. Summary   :

 

This article examines the strategic role of Article 26A paragraph (4) of 

Indonesia’s Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) in the 

adjudication of tax disputes before the Tax Court, particularly in its normative 

interaction with Article 107 of the Administrative Court Law (UU PTUN) and Article 

76 of the Tax Court Law. The study is motivated by persistent normative tension and 

structural power asymmetry between the tax authority and taxpayers, in which Article 

26A paragraph (4) functions as a procedural safeguard through the limitation of 

admissible evidence. 

Employing a normative-doctrinal legal research method with a descriptive-

analytical orientation, this study applies statutory, conceptual, and case-based 

approaches. The analytical framework draws upon Hans Kelsen’s Pure Theory of 

Law, Lawrence M. Friedman’s Legal System Theory, John Rawls’ theory of justice, 

and the concept of Pancasila-based justice. 

The findings demonstrate that Article 26A paragraph (4) of the UU KUP plays 

a pivotal role in preventing ex post facto justification by restricting the tax authority 

to evidence previously submitted during the audit and objection stages. Normatively, 

this provision promotes fair equality of opportunity within an imperfect procedural 

justice framework. Functionally, it operates in synergy with Article 76 of the Tax Court 

Law, which empowers judges to ascertain material truth, and Article 107 of the UU 

PTUN, which reinforces the principle of administrative legality. Empirical data from 

secondary sources indicate that approximately 90–95% of tax disputes primarily 

concern evidentiary matters. Taxpayers prevail in 46.53% of cases, while the tax 

authority succeeds in approximately 30%, suggesting that evidentiary restrictions 

enhance procedural fairness, protect taxpayers’ rights, and incentivize greater 

institutional discipline within tax administration. This study concludes that the 

harmonization of these norms establishes a system of checks and balances that 

strengthens legal certainty and advances substantive justice in alignment with 

Pancasila values. 

H. References  : Books 51, Document anf Laws and Regulations 7, Journal and 

 Internet 
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